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ABSTRACT:   
 
This study is conducted to estimate the impact 
of the increase in regular and specific excise rates 
structure simplification on cigar's consumption 
through its price. Using data in 2015 and applying 
random effect model for unbalanced panel data on 
Sigaret Kretek Mesin-type and Sigaret Kretek 
Tangan-type of the cigar, this study compares the 
impact of price increases due to both specific excise 
rate structure simplification and regular increase on 
the excise rate in cigar’s consumption. The results 
indicate that increase in the specific excise rate 
structure simplification has a lower impact on 
raising cigar’s prices than regular excise rate 
increases. Furthermore, the impact of price 
increases due to the specific excise rate structure 
simplification is greater in reducing cigar’s 
consumption than the price increases due to regular 
excise rate increases. In addition, it is found that the 
average price of Sigaret Kretek Mesin-type is lower 
and has an average consumption that is much higher 
than Sigaret Kretek Tangan-type. Overall, this result 
suggests that the specific excise rate structure 
simplification's policy should be continued in order 
to reduce cigar's consumption.  
 
Keywords: specific excise rate structure 
simplification, cigar’s consumption, random effects 
model 
 
ABSTRAK:   
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 
pengaruh kenaikan tarif cukai biasa maupun 
spesifik terhadap konsumsi rokok melalui harga 
jual ecerannya. Rokok yang digunakan adalah 
rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan 
Sigaret Kretek Tangan (SKT). Dengan 
menggunakan data tahun 2015 dan menerapkan 
random effect pada unbalanced panel data, 
penelitian ini membandingkan pengaruh 
kenaikan harga jual eceran akibat 
penyederhanaan struktur tarif cukai spesifik dan 
kenaikan tarif cukai biasa terhadap konsumsi 
rokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penyederhanaan struktur tarif cukai spesifik 
berpengaruh lebih rendah terhadap kenaikan 
harga jual eceran rokok dibandingkan dengan 
akibat kenaikan tarif biasa. Lebih lanjut, 
pengaruh kenaikan harga jual eceran akibat 
penyederhanaan struktur tarif cukai spesifik 
lebih besar dalam mengurangi konsumsi rokok 
dibandingkan kenaikan harga jual eceran akibat 
kenaikan tarif cukai biasa. Selain itu ditemukan 
bahwa harga jual eceran rata-rata rokok jenis 
Sigaret Kretek Mesin (SKM) lebih rendah dan 
mempunyai rata-rata konsumsi yang jauh lebih 
tinggi dibandingkan rokok jenis Sigaret Kretek 
Tangan (SKT). Secara menyeluruh, temuan ini 
menyarankan agar kebijakan penyederhanaan 
struktur tarif cukai perlu dilanjutkan karena 
efektif untuk mengurangi konsumsi rokok. 
 
Kata Kunci: Penyederhanaan struktur tarif 











1. PENDAHULUAN  
Target pendapatan perpajakan dalam 
APBN melalui cukai khususnya cukai 
hasil tembakau terus meningkat setiap 
tahun. Peningkatan target tersebut selalu 
dapat dipenuhi bahkan dapat melebihi 
target yang ditetapkan khususnya lima 
tahun terakhir sebagaimana dalam 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
hingga tahun 2014. Dalam Nota Keuangan 
APBN-P 2015, target pendapatan cukai 
hasil tembakau sebesar Rp 139,12 triliun 
naik sekitar 15% dibandingkan target 
APBN 2015 yang sebesar Rp120,56 
triliun. Target pendapatan cukai dari hasil 
tembakau sendiri mencapai 95,46% dari 
target pendapatan cukai keseluruhan. 
Penerimaan cukai ini termasuk dalam 
fungsi pajak bagi pemerintah sebagai 
fungsi anggaran (budgeter). 
Namun sesungguhnya peran cukai 
hasil tembakau bagi penerimaan negara 
bukanlah tujuan utama. Sebagaimana 
fungsi pajak yang lain menurut Surojo 
(2010, 24) adalah fungsi mengatur 
(regulerend), yaitu fungsi pajak yang 
digunakan untuk mengatur atau untuk 
mencapai tujuan tertentu di bidang 
ekonomi, politik, sosial, budaya, 
pertahanan keamanan. Lebih jauh lagi, 
Undang-undang nomor 39 tahun 2007 
tentang Perubahan atas Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
Pasal 2 menyatakan bahwa barang-barang 
tertentu yang dikenai cukai di antaranya 
yang mempunyai sifat atau karakteristik 
seperti konsumsinya perlu dikendalikan 
dan pemakaiannya dapat menimbulkan 
dampak negatif bagi masyarakat atau 
lingkungan hidup. Dengan demikian, 
pemungutan cukai hasil tembakau pada 
dasarnya dilakukan lebih kepada 
pembatasan dan pengendalian 
konsumsinya bukan peningkatan 
penerimaan negara. 
Indonesia menurut World Health 
Organization (WHO) pada tahun 2013 
merupakan salah satu negara dengan 
produksi dan konsumsi rokok terbesar di 
dunia dengan jumlah perokok sekitar 65 
juta orang. Persentase pengeluaran rata-
rata perkapita sebulan untuk tembakau 
terus meningkat dari 5,16% pada bulan 
Maret 2011 menjadi 6,33% pada Maret 
2014 (BPS). Pengeluaran untuk tembakau 
ini merupakan pengeluaran rata-rata 
perkapita terbesar kedua dalam kelompok 
makanan dan hanya kalah dari 
pengeluaran untuk bahan makanan pokok 
yaitu padi-padian. Padahal hasil tembakau 
dalam bentuk rokok memberikan dampak 
negatif bagi kesehatan perokok maupun 
orang yang terpapar asap rokok seperti 
penyakit paru-paru, jantung, kanker, dan 
sebagainya telah terbukti dan diketahui 
masyarakat luas bahkan terpampang jelas 
dalam kemasan rokok. 
Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 
tahun 2013 perilaku merokok penduduk 
15 tahun ke atas masih belum terjadi 
penurunan dari 2007 ke 2013, bahkan 
cenderung meningkat dari 34,2 persen 
tahun 2007 menjadi 36,3 persen tahun 
2013. Produksi rokok nasional menurut 
Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok 
Indonesia (GAPPRI) juga terus tumbuh 
tiap tahun dari 218,73 miliar batang pada 
2006 menjadi 341 miliar batang pada 
tahun 2013 padahal telah disusun roadmap 
industri hasil tembakau yang mengatur 
pengendalian produksi rokok dengan 
membatasi kapasitas produksi 240 milyar 
batang pada 2010 dan 260 milyar batang 
mulai tahun 2015 hingga 2020. Mulai 
tahun 2015 prioritas utama dari roadmap 
industri hasil tembakau tersebut adalah  
kesehatan masyarakat. 
Pada tahun 2010, WHO telah 
mengeluarkan WHO Technical Manual on 
Tobacco Tax Administration yang dalam 
best practice menyatakan bahwa 
penyederhanaan struktur cukai tembakau 
menunjukkan dampak lebih besar pada 
penurunan konsumsi karena bisa menekan 
substitusi antar produk tembakau yang 
terpengaruh kenaikan tarif cukai. Di 
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Indonesia penyederhanaan struktur tarif 
cukai spesifik hasil tembakau baru dimulai 
pada tahun 2012. Terdapat penelitian dari 
Hidayat (2013) yang mengkaji apakah 
simplifikasi (penyederhanaan) struktur 
tarif cukai spesifik yang telah dijalankan 
pada tahun 2012 jika dibandingkan 
kenaikan tarif biasa dapat mewujudkan 
tujuan utama pengenaan cukai atas hasil 
tembakau, yaitu mengurangi konsumsi 
rokok sekaligus tujuan lain yaitu 
meningkatkan penerimaan negara.  
Dengan membatasi pada rokok jenis 
Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret 
Kretek Tangan (SKT) Golongan I, II, dan 
Impor yang mengalami penyederhanaan 
struktur tarif cukai spesifik pada tahun 
2014-2015; penelitian ini membandingkan 
pengaruh penyederhanaan struktur tarif 
cukai spesifik dan kenaikan tarif cukai 
spesifik biasa terhadap harga jual eceran 
rokok, serta lebih lanjut lagi terhadap 
penekanan konsumsi rokok. Penelitian ini 
bertujuan untuk membandingkan 
kebijakan kenaikan tarif cukai spesifik 
biasa dan kenaikan pada penyederhanaan 
struktur tarif spesifik. 
 
2. KAJIAN LITERATUR  
Menurut Cnossen (2010), pengertian 
cukai adalah “excise systems comprise all 
selective taxes and related levies and 
charges on tobacco, alcohol, gambling, 
pollution, driving, and other specific 
goods, services, and activities”. Menurut 
Rosdiana dan Slamet (2014, 66) excise 
(cukai) adalah pajak yang dikenakan 
terhadap barang-barang tertentu (selective 
taxes on goods and services).  
Sejalan dengan pengertian di atas, 
Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 
tentang Perubahan atas Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
dalam Pasal 1 menjelaskan definisi cukai 
sebagai pungutan negara yang dikenakan 
terhadap barang-barang tertentu yang 
mempunyai sifat atau karakteristik yang 
ditetapkan. Sifat atau karakteristik dari 
barang yang dipungut cukai sesuai 
Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 
tentang Perubahan atas Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
yaitu: (1) konsumsinya perlu 
dikendalikan; (2) peredarannya perlu 
diawasi; (3) pemakaiannya dapat 
menimbulkan dampak negatif bagi 
masyarakat atau lingkungan hidup; atau 
(4) pemakaiannya perlu pembebanan 
pungutan negara demi keadilan dan 
keseimbangan. 
Kebijakan tentang cukai di Indonesia 
baik menurut Undang-undang maupun 
peraturan-peraturan di bawahnya 
setidaknya mengatur tiga hal yaitu besaran 
beban cukai, sistem cukai, dan struktur 
tarif cukai. Tarif cukai mempunyai 
hubungan yang erat dengan fungsi pajak 
dalam masyarakat. Suandy dalam Maya 
(2013) menyatakan bahwa besarnya tarif 
menentukan besarnya jumlah pajak yang 
menjadi beban wajib pajak sekaligus 
penerimaan negara dari pajak. Dengan 
cukai termasuk sebagai pajak tidak 
langsung, maka jumlah yang menjadi 
beban cukai ditentukan oleh besarnya tarif 
cukai. 
Dalam Undang-undang tentang cukai, 
sistem cukai dibagi menjadi 3 jenis yaitu 
sistem advalorum, spesifik, dan hybrid 
(gabungan). Sistem cukai advalorum 
dipungut berdasarkan persentase dari nilai 
produk (harga) atau biaya pengolahan atau 
harga impor. Sistem cukai spesifik 
dipungut berdasarkan jumlah barang yang 
diproduksi atau dikonsumsi seperti jumlah 
per bungkus, per batang rokok ataupun per 
gram tembakau. Sedangkan sistem cukai 
hybrid adalah menggabungkan kedua 
sistem tersebut. 
Mulai tahun 2009, pemerintah 
menerapkan sistem cukai spesifik jamak 
(banyak layer tarif) yaitu tarif cukai masih 
ditentukan oleh beberapa variabel lain 
seperti jenis hasil tembakau, golongan 
pengusaha, kluster harga jual eceran 
tembakau. Tarif cukai spesifik selalu 
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dinaikkan tiap tahun. Pungutan cukai 
dalam sistem tarif spesifik dihitung 
dengan cara mengalikan antara tarif cukai 
dalam satuan rupiah dengan jumlah satuan 
spesifik tertentu, yaitu Cukai = Tarif (Rp) 
x Jumlah Satuan Spesifik (batang). Contoh 
variabel penentu tarif cukai seperti jenis 
hasil tembakau, golongan pengusaha, dan 
kluster harga jual eceran tembakau di 
Indonesia dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 205/PMK.011/2014 
tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. 
Mulai tahun 2012 pemerintah 
menjalankan kebijakan kenaikan tarif 
cukai spesifik dan sekaligus 
penyederhanaan struktur tarif. 
Penyederhanaan struktur tarif tersebut 
yaitu penggabungan layer tarif dari jenis 
hasil tembakau tertentu yang berada dalam 
golongan dan layer kapasitas produksi 
tertentu, biasanya layer paling bawah 
dalam golongan tersebut, dengan layer 
tarif di atasnya. Jadi penyederhanaan 
struktur tarif cukai adalah kenaikan tarif 
cukai yang dikenakan pada hasil tembakau 
karena suatu layer naik dan digabung ke 
layer tarif yang lebih tinggi. Sedangkan 
kenaikan tarif cukai spesifik tanpa 
penyederhanaan struktur tarif cukai adalah 
kenaikan tarif biasa. 
Sebagai konsekuensi dari kebijakan 
ini, persentase kenaikan tarif hasil 
tembakau yang mengalami 
penyederhanaan struktur tarif lebih tinggi 
daripada persentase kenaikan tarif hasil 
tembakau biasa. Hal tersebut dapat 
menyebabkan harga jual eceran 
perusahaan yang murah menjadi lebih 
mahal atau bahkan mendekati harga 
premium. Menurut WHO (2010), pilihan 
harga yang tidak banyak bervariasi dapat 
mengurangi insentif konsumen melakukan 
substitusi.  
Pada tahun 2009 hingga tahun 2011, 
ada 14 layer tarif atas hasil tembakau yang 
diteliti, yaitu 7 layer Sigaret Kretek Mesin 
(SKM) dan 7 layer Sigaret Kretek Tangan 
(SKT). Pada tahun 2012, pemerintah 
mengkombinasikan kenaikan tarif dengan 
melakukan simplifikasi atau 
penyederhanaan struktur tarif (layer tarif 
dikurangi). Penyederhanaan struktur tarif 
akan membuat layer tarif yang di bawah 
digabung dengan layer tarif di atasnya dan 
membuat kenaikan tarifnya menjadi lebih 
tinggi. Maka pada tahun 2012, berubah 
menjadi 12 layer tarif atas hasil tembakau 
yang diteliti, yaitu 6 layer SKM dan 6 
layer SKT. Kenaikan tarif dan 
penyederhanaan struktur tarif cukai 
spesifik atas hasil tembakau sebagaimana 
dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1 Tabel Kenaikan Tarif Spesifik dan Penyederhanaan Layer 2009-2015 Hasil 
Tembakau Jenis SKM dan SKT 
Jenis HT Gol 
Batas 
Tarif cukai 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 






290 310 325 355 375 375 
415 280 300 315 345 
355 355 
260 280 295 325 
II <2M 
210 230 245 270 285 285 305 
175 195 210 
235 
245 245 265 135 155 170 






200 215 235 255 275 275 290 
150 165 180 
195 205 205 220 
130 145 155 
II > 350jt  90 105 110 125 130 130 140 
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< 2M 80 95 100 115 120 120 
125 
75 90 90 105 110 110 
III < 350jt 40 50 65 75 80 80 85 
                  80 
Jumlah layer   14 14  14  12  10  10  8  
Sumber: diolah dari PMK 203/PMK.011/2008, 181/PMK.011/2009, 99/PMK.011/2010, 
190/PMK.011/2010, 167/PMK.011/2011, 179/PMK.011/2012, 205/PMK.011/2014 tentang tarif Cukai 
Hasil Tembakau. 
Pada tahun 2013, struktur tarif cukai 
menjadi lebih sederhana dengan 10 layer 
tarif atas hasil tembakau yang diteliti yaitu 
4 layer SKM dan 6 layer SKT. Pada tahun 
2014 tidak terjadi kenaikan tarif dan 
penyederhanaan struktur tarif cukai 
spesifik. Selanjutnya pada tahun 2015 
kembali terjadi kenaikan tarif cukai dan 
penyederhanaan struktur tarif atas hasil 
tembakau yang diteliti yaitu menjadi 7 
layer tarif dimana SKM menjadi 3 layer 
dan SKT golongan I dan II menjadi 4 
layer. 
Beberapa peneliti terkait tarif cukai 
menyimpulkan bahwa harga rokok 
dipengaruhi oleh tarif cukai yang 
ditetapkan (Chaloupka, 2010; Hidayat, 
2013; dan Surjono, 2013). Lebih lanjut, 
hasil penelitian Hidayat (2013) 
menemukan bahwa sistem tarif spesifik 
lebih besar pengaruhnya dalam menaikkan 
harga rokok.  
Penelitian lain menyebutkan bahwa 
harga jual rokok mempengaruhi jumlah 
rokok yang dikonsumsi (Adioetomo et.al, 
2005; Chaloupka et al., 2000; 
Herlambang, 2005; Hu et.al., 2008). Hal 
serupa ditunjukan WHO (2010) dalam 
best practice manual bahwa mengubah 
struktur cukai yang kompleks dengan yang 
lebih sederhana memberikan keuntungan. 
Struktur tarif cukai secara bertahap 
mengarah ke tarif spesifik tunggal. Tarif 
spesifik tunggal dianjurkan karena dapat 
memudahkan administrasi cukai, 
mengurangi praktik tax avoidance dan tax 
evasion, meningkatkan penerimaan negara 
serta berdampak langsung terhadap 
peningkatan aspek kesehatan karena 
mengurangi insentif seseorang untuk 
mengalihkan konsumsi rokoknya dengan 
rokok lain ketika ada kenaikan cukai. 
Penelitian di Indonesia (Hidayat, 
2013) menemukan bahwa kenaikan tarif 
cukai akibat simplifikasi struktur tarif 
pada tahun 2012 berpengaruh secara 
signifikan dalam menaikkan harga dan 
menurunkan konsumsi rokok Sigaret Putih 
Mesin (SPM), sedangkan pengaruhnya 
terhadap konsumsi rokok Sigaret Kretek 
Mesin (SKM) tidak ada bahkan tetap 
menaikkan konsumsi rokok jenis ini. 
Penelitian ini melanjutkan tersebut di 
mana jenis rokok yang diteliti tidak hanya 
Sigaret Kretek Mesin (SKM) melainkan 
juga Sigaret Kretek Tangan (SKT).  
 
3. METODE PENELITIAN  
Model penelitian yang melihat 
pengaruh penyederhanaan struktur tarif 
terhadap harga dan konsumsi hasil 
tembakau telah dilakukan oleh Hidayat 
(2013). Dengan menggunakan data yang 
lebih baru dan jenis rokok yang berbeda, 
penelitian ini mereplikasi model yang 
digunakan Hidayat dengan sedikit 
penyesuaian sebagai berikut: 
Persamaan 3.1 Model Harga Jual Eceran 
𝑛ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑖,𝑡 =  𝛼0 +  𝛼1𝑛𝑐𝑢𝑘𝑎𝑖 𝑖,𝑡
+ 𝛼2𝐷_𝑆𝐾𝑀 
+ 𝛼3𝐷_𝐺𝑜𝑙1 + 𝛼4𝐷_𝐺𝑜𝑙2
+ 𝛼5𝐷_𝑠𝑖𝑚𝑝𝑒𝑙𝑖=𝑗,𝑡=2015
+ 𝛼6𝐷_𝑠𝑖𝑚𝑝𝑒𝑙𝑖=𝑗,𝑡=2015
∗ 𝑛𝑐𝑢𝑘𝑎𝑖𝑖,𝑡  + 𝑐𝑖 + 𝜀𝑖,𝑡  … 
di mana: 
a. 𝑛ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑖,𝑡 adalah  rata-rata harga 
nominal rokok per triwulan. 




c. 𝐷_𝑆𝐾𝑀 adalah dummy rokok SKM, 
bernilai satu (1) untuk merk rokok jenis 
SKM dan bernilai nol (0) merk rokok 
jenis lainnya. 
d. 𝑆𝐾𝑇 sebagai basis referensi. 
e. 𝐷_𝐺𝑜𝑙1 adalah dummy golongan 
produksi I, bernilai satu (1) untuk rokok 
produksi golongan I, dan bernilai 0 
(nol) untuk lainnya. 
f. 𝐷_𝐺𝑜𝑙2 adalah dummy golongan 
produksi II, bernilai satu (1) untuk 
rokok produksi golongan II, 0 (nol) 
untuk lainnya. 
g. 𝐷_𝑠𝑖𝑚𝑝𝑒𝑙𝑖=𝑗,𝑡=2015 adalah dummy 
simplifikasi, bernilai satu (1) jika i=j, 
dimana j adalah merk rokok dari jenis 
hasil tembakau dan golongan 
perusahaan yang disimplifikasi dengan 
periode tahun 2015. Variabel ini 
digunakan mengetahui perbedaan 
pengaruh antara sebelum dan sesudah 
simplifikasi (penyederhanaan). 
h. 𝐺𝑜𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟 sebagai basis 
referensi. 
i. 𝐷_𝑠𝑖𝑚𝑝𝑒𝑙𝑖=𝑗,𝑡=2015 ∗ 𝑛𝑐𝑢𝑘𝑎𝑖𝑖,𝑡 adalah 
variabel interaksi dummy simplifikasi 
(penyederhanaan) dengan tarif cukai 
spesifik. 
Selanjutnya, model  konsumsi rokok 
dapat dilihat sebagai berikut:  
Persamaan 3.2 Model Konsumsi 
Rokok 
𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎𝑖,𝑡
+ 𝛽2𝐷_𝑆𝐾𝑀 
+ 𝛽3𝐷_𝐺𝑜𝑙1 + 𝛽4𝐷_𝐺𝑜𝑙2
+ 𝛽5𝐷_𝑠𝑖𝑚𝑝𝑒𝑙𝑖=𝑗,𝑡=2015
+ 𝛽6𝐷_𝑠𝑖𝑚𝑝𝑒𝑙𝑖=𝑗,𝑡=2015
∗ ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎𝑖,𝑡 + 𝑐𝑖 + 𝜀𝑖,𝑡  … 
dimana   
j. 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑖,𝑡 adalah jumlah batang 
rokok per merk per triwulan. 
k. 𝐷_𝑠𝑖𝑚𝑝𝑒𝑙𝑖=𝑗,𝑡=2015 ∗ ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎𝑖,𝑡 adalah 
variabel interaksi dummy simplifikasi 
(penyederhanaan) dengan harga. 
l. ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑖,𝑡  adalah rata-rata harga riil 
rokok per triwulan. 
m. definisi variabel bebas lain sama 
dengan persamaan 3.1. 
 
Data utama yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah data pemesanan pita 
cukai, data tersebut merupakan data 
transaksi harian yang ada dalam database 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) 
yang diakumulasikan menjadi transaksi 
triwulan, periode triwulan I tahun 2014 
hingga triwulan IV tahun 2015. Kurun 
waktu tersebut menjadi fokus penelitian 
karena pada rentang waktu tersebut 
pemerintah mengimplementasikan 
kenaikan tarif cukai spesifik dan 
penyederhanaan struktur tarif. Data tarif 
cukai spesifik diambil dari Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai 
hasil Tembakau yang dikeluarkan di tahun 
2014. Harga jual eceran rokok perbatang 
harga nominal (harga berlaku) berlaku 
diperoleh dari DJBC. Harga jual eceran 
rokok perbatang riil (harga konstan) 
diperoleh dari konversi menggunakan 
Indeks Harga Konsumen Rokok sesuai 
jenis hasil tembakau yang diteliti. Indeks 
ini terdiri dari IHK rokok Filter, IHK 
rokok Putih, IHK rokok Kretek, yang 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik. 
Jumlah batang rokok, jenis rokok dan 
golongan (kapasitas) produksi diperoleh 
dari DJBC. 
Data transaksi pembelian pita cukai 
merupakan data unbalanced panel, karena 
ada perusahaan yang tidak lagi beroperasi 
dan atau muncul perusahaan baru selama 
periode penelitian. Periode penelitian juga 
terdapat gaps, karena perusahaan tidak 
selalu memesan pita cukai untuk satu merk 
dalam periode triwulan. Namun, antar 
perusahaan saling independen begitu pula 
dengan periodenya. Oleh karena itu, untuk 
mengestimasi data unbalanced panel yang 
saling independen digunakan model 
Random Effect (Wooldridge, 2010). Selain 
itu, dalam pemilihan model juga tetap 




4. HASIL DAN PEMBAHASAN  
Data yang diobservasi dalam 
penelitian sebanyak 6479 buah data 
statistik yang merupakan jumlah semua 
merk hasil tembakau golongan I, II, dan 
impor yang melakukan pembelian pita 
cukai dalam triwulan selama tahun 2014 
hingga tahun 2015. Data tarif dan harga 
menggunakan satuan rupiah per batang. 
Ringkasan statistika deskriptif dari 
variabel-variabel yang dianalisis dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1.  
Tabel 4.1. Statistika Deskriptif 







































Sumber: diolah dari Hasil output Eviews 8 
Berdasarkan tabel 4.1, nilai tarif cukai 
baik yang dalam nominal (ncukai) maupun 
riil (cukai) tidak terpaut jauh, begitu pula 
dengan besaran harga jual eceran nominal 
(nharga) maupun riil (harga). Tarif cukai 
riil dan harga jual eceran riil tersebut 
diolah dengan menyesuaikan tarif cukai 
nominal dengan Indek Harga Konsumen 
(IHK) rokok triwulanan selama periode 
penelitian. IHK tersebut menggunakan 
tahun dasar 2012=100. Sementara untuk 
data konsumsi rokok, rentang konsumsi 
cukai yang sangat jauh menandakan 
bahwa perusahaan rokok yang ada di 
Indonesia terdiri dari perusahaan skala 
kecil hingga sangat besar. 
Untuk menguji model penelitian yang 
digunakan, dipilih model regresi panel 
data dengan Random Effects. Hal ini 
dikarenakan setelah dilakukan Uji Chow 
dan Uji Hausmann, baik persamaan 3.1 
maupun 3.2, hasil statistik keduanya 
menunjukan bahwa Random Effect lebih 
baik daripada Common effect (Uji Chow) 
dan Fixed Effect (Uji Hausmann). 
 
4.1. Pengaruh Penyederhanaan 
Struktur Tarif Cukai Spesifik terhadap 
Kenaikan Harga Hasil Tembakau 
Setelah melakukan pemilihan model 
regresi data panel dan pengujian asumsi 
klasik, maka data dijalankan dengan 
menggunakan model Random Effects. 
Ringkasan hasil estimasi regresi 
Persamaan 3.1 yaitu pengaruh variabel-
variabel independen terhadap variabel 
dependen harga jual eceran rokok dapat 
dilihat dalam tabel hasil regresi 4.2. 
 
Tabel 4.2. Hasil Regresi Persamaan 3.1 










D_GOL1 43.04228 0.823508 0.4102 
D_GOL2 227.445 4.347486 0.0000* 





R-squared 0.881482   
Adj. R-squared 0.881431   
F-Stat 17216.63   
Probability F-stat 0.000000   
*=signifikan pada level 5%   
Sumber: diolah dari Hasil output Eviews 8 
 
Berdasarkan tabel 4.2., dapat 
dituliskan persamaan 3.1. sebagai berikut: 
 
NHARGA =-283.46+ 4.07*NCUKAI - 
494.58*D_SKM+ 43.04*D_GOL1 + 227.45*D_GOL2 
+ 15.34*D_SIMPEL - 0.28*D_SIMPEL*NCUKAI + 
[CX=R] 
 
Berdasarkan persamaan yang 
terbentuk, beban cukai (tarif) berpengaruh 
secara signifikan dan positif sebesar 4.07; 
hal ini berarti kenaikan cukai Rp1 
menaikkan harga rokok sebesar Rp4,07. 
Koefisien lebih dari satu (1) menunjukkan 
bahwa beban cukai dibebankan ke 
konsumen melalui harga. Hasil tersebut 
mengikuti teori yang menyatakan bahwa 
jika permintaan inelastis maka cukai 
ditanggung seluruhnya oleh pembeli atau 
biasa disebut forward shifting dengan 
asumsi penawaran elastis. Temuan ini 
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berbeda dengan yang dilaporkan Hidayat 
(2013). Dengan metode Random Effects 
MLE, Hidayat menyimpulkan bahwa 
terjadi fenomena back-shifting di mana 
kenaikan cukai Rp1 produsen 
menanggung harga sebesar Rp0.48. 
Koefisien interaksi dummy 
simplifikasi (penyederhanaan struktur 
tarif) dengan tarif cukai sebesar -0.28 
secara statistik negatif signifikan pada 
tingkat 0.05. Dengan kata lain, setelah 
mengontrol variabel lain, kenaikan tarif 
akibat simplifikasi (naik ke layer 
diatasnya) membuat kenaikan harga lebih 
kecil 0.28 dibandingkan kenaikan tarif 
normal. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
produsen menanggung beban cukai 
sebesar 0.28 tiap kenaikan tarif cukai Rp1 
akibat penyederhanaan struktur tarif 
sehingga terjadi fenomena back-shifting. 
Kondisi di mana pembeli dan penjual 
sama-sama menanggung cukai berarti 
bahwa permintaan dan penawaran elastis.  
Produsen menanggung sebagian cukai  
bisa dijelaskan dengan koefisien dummy 
simplifikasi positif sebesar 15.34 pada 
tingkat signifikan 0.05. Artinya harga rata-
rata hasil tembakau yang telah terkena 
penyederhanaan struktur tarif pada tahun-
tahun sebelumnya lebih besar Rp15,34 
dibandingkan dengan hasil tembakau yang 
tidak dikenakan penyederhanaan struktur 
tarif cukai. Penyederhanaan struktur tarif 
membuat tarif layer di bawah akan 
bergabung dengan layer di atasnya yang 
tarifnya lebih tinggi, maka apabila tarif 
cukai juga naik pengaruhnya terhadap 
kenaikan harga akan signifikan. Produsen 
tentunya tidak mau jika harga naik secara 
signifikan karena akan mempengaruhi 
konsumsi produknya. Pengenaan tarif 
cukai pada suatu produk hasil tembakau 
akan meningkatkan harga jual eceran 
sehingga konsumen harus menanggung 
harga yang lebih tinggi. Jadi produsen 
menanggung sebagian cukai pada hasil 
tembakau yang terkena penyederhanaan 
struktur tarif cukai spesifik untuk menekan 
harga. 
Dummy SKM negatif pada tingkat 
signifikansi 0.05 berarti harga rata-rata 
SKM lebih rendah 494.581 dibanding 
harga dari SKT. Rendahnya rata-rata 
harga SKM ini bisa dikaitkan dengan 
efisiensi produksi hasil tembakau. Seperti 
definisinya, SKM diproduksi dengan 
bantuan mesin, sedangkan SKT 
diproduksi secara manual mulai dari 
pelintingan hingga pengemasan. SKM 
bisa lebih banyak diproduksi dengan biaya 
lebih rendah dengan hasil yang lebih 
banyak karena penggunaan teknologi yang 
lebih maju daripada produksi SKT. 
Bahkan di salah satu pabrik hasil 
tembakau yang pernah penulis kunjungi, 
satu mesin dapat menghasilkan 2.500.000 
batang per shift. Tentunya berbeda jauh 
dengan produksi secara manual yang 
membutuhkan tenaga kerja dan waktu 
yang lebih banyak. 
 Koefisien dummy golongan I positif 
menunjukkan bahwa harga rata-rata 
golongan I hasil tembakau jenis SKM dan 
SKT lebih tinggi sebesar Rp 43,04228 
dibandingkan harga impor namun tidak 
signifikan pada tingkat kepercayaan 0.05. 
Dummy golongan II positif signifikan pada 
tingkat 0.05, hal ini menunjukkan bahwa 
rata-rata hasil tembakau golongan II lebih 
tinggi Rp 227,445 daripada rata-rata harga 
golongan impor. Harga rata-rata golongan 
II lebih tinggi dari golongan impor 
berkaitan dengan struktur tarif. Tarif cukai 
yang sebelumnya terdiri dari banyak 
lapisan dan struktur diubah menjadi 
sederhana sehingga menyebabkan harga 
rokok yang murah menjadi lebih mahal 
mengikuti harga dengan golongan di 
atasnya. Hasil tembakau golongan II 
terimbas pengaruh dari penyederhanaan 
struktur tarif cukai, sedangkan golongan 
Impor tidak karena struktur tarifnya tidak 
sebanyak golongan II. 
Berdasarkan pembahasan yang telah 
dilakukan, untuk melihat pengaruh antara 
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penyederhanaan struktur tarif cukai 
dengan kenaikan tarif biasa terhadap 
harga, dilakukan dengan melihat koefisien 
interaksi dummy simplifikasi dengan tarif. 
Koefisien intreaksi dummy simplifikasi 
negatif signifikan sedangkan koefisien 
tarif cukai positif signifikan. Artinya, 
penyederhanaan struktur tarif cukai 
spesifik tidak lebih tinggi pengaruhnya 
terhadap harga dibanding kenaikan tarif 
cukai biasa. 
Ringkasan hasil estimasi regresi 
dengan model Random Effects pada 
Persamaan 3.2 dapat dilihat pada tabel 4.3.  
 





C -1.05E+09 -1.307116 0.1912 
HARGA 899933.1 5.110439 
0.0000
* 
D_SKM 4.51E+08 9.351628 
0.0000
* 
D_GOL1 1.02E+09 1.278624 0.2011 
D_GOL2 3.17E+08 0.398121 0.6906 
D_SIMPEL -90321768 -0.938609 0.3480 
D_SIMPEL*HARG
A 382903.1 2.239229 
0.0252
* 
    
R-squared 0.082991   
Adj. R-squared 0.082141   
F-Stat 97.62121   
Probability F-stat 0.000000   
*=signifikan pada level 5%   
Sumber: diolah dari Hasil output Eviews 8 
 
Berdasarkan hasil uji regresi pada 
model kedua pada tabel 4.3, maka 
diperoleh persamaan model regresi 
sebagai berikut: 
 
KONSUMSI = -1051687377.6 + 899933.15*HARGA 
+ 451213177.96*D_SKM + 1019175811.1*D_GOL1 + 
317473600.13*D_GOL2 - 90321768.37*D_SIMPEL + 
382903.09*D_SIMPEL*HARGA + [CX=R] 
 
Dengan melihat Tabel 4.3,  dummy 
simplifikasi, dummy Golongan I, dan 
dummy Golongan II tidak signifikan dalam 
pengaruhnya terhadap konsumsi.  Dummy 
Golongan I dan II tidak signifikan 
pengaruhnya terhadap konsumsi basis 
referensi yaitu hasil tembakau golongan 
impor karena tidak terjadi substitusi 
konsumsi rokok antar golongan.  Terkait 
dengan koefisien determinasi yang sebesar 
8%, berarti bahwa terdapat banyak faktor 
lain yang mempengaruhi konsumsi selain 
faktor harga.  Meskipun secara parsial 
tidak signifikan, namun dari uji simultan 
menunjukkan bahwa variabel independen 
secara bersama-sama mempengaruhi 
konsumsi.   
Dummy SKM koefisiennya positif 
pada tingkat kepercayaan α=0.05 berarti 
rata-rata konsumsinya lebih besar 
dibanding hasil tembakau jenis SKT.  
Koefisien yang begitu besar menunjukkan 
range konsumsi SKM dan SKT yang 
begitu jauh.  Konsumsi berkaitan erat 
dengan harga. Hal ini sejalan dengan hasil 
regresi Persamaan III.1 yang 
menunjukkan bahwa rata-rata harga SKM 
lebih rendah dari SKT. Selain itu, 
konsumsi hasil tembakau juga berkaitan 
erat dengan selera konsumen. 
Sebagaimana pengalaman penulis bahwa 
konsumen hasil tembakau mempunyai 
fanatisme pada merk tertentu atau tertarik 
pada desain kemasan tertentu.  Namun 
dalam penelitian ini penulis tidak dapat 
menunjukkan besaran pengaruhnya karena 
tidak berhasil mendapatkan nama merk 
dari hasil tembakau secara detail. 
Koefisien interaksi dummy 
simplifikasi adalah positif sebesar 
382903.1 signifikan pada tingkat 
kepercayaan α=0.05.  Koefisien harga juga 
positif sebesar 899933.1 dan signifikan 
pada tingkat kepercayaan α=0.05.  
Koefisien positif bisa berarti bahwa 
konsumsi hasil tembakau tetap naik 
seiring bertambahnya harga karena hasil 
tembakau merupakan barang yang 
permintaannya inelastis. Namun dengan 
melihat koefisien interaksi dummy 
simplifikasi dengan harga yang lebih kecil 
dibanding koefisien harga, maka pengaruh 
penyederhanaan struktur tarif cukai lebih 
rendah dalam peningkatan konsumsi 
daripada kenaikan harga tanpa 
penyederhanaan struktur tarif cukai. 
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Dari persamaan regresi tersebut 
diketahui bahwa koefisien regresi variabel 
independen harga jual eceran per batang 
riil (HARGA) bernilai positif. Koefisien 
yang bernilai positif tersebut menjelaskan 
bahwa hubungan fungsional variabel 
independen adalah berbanding lurus 
terhadap variabel dependen (konsumsi 
hasil tembakau). Artinya bahwa setiap 
peningkatan (penurunan) yang terjadi 
pada variabel harga akan menyebabkan 
peningkatan (penurunan) pada konsumsi.  
Kemudian dummy SKM, dummy 
Golongan I, dummy Golongan II dan 
interaksi dummy simplifikasi dengan 
harga koefisiennya bernilai positif yang 
artinya variabel tersebut berbanding lurus 
dengan harga terhadap basis referensi 
masing-masing dummynya. Sementara itu, 
variabel independen dummy simplifikasi 
(D_SIMPEL) memiliki koefisien bernilai 
negatif. Hal ini berarti bahwa setiap 
peningkatan (penurunan) yang terjadi 
karena simplifikasi tarif akan 
menyebabkan penurunan (peningkatan) 
konsumsi. 
 
4.2. Perbandingan Penerapan Tarif 
Cukai dengan Negara Lain 
Kebijakan sistem tarif cukai di 
Indonesia mengadopsi rekomendasi 
Framework Convention on Tobacco 
Control (FCTC) (Surono, 2013). Salah 
satu rekomendasi FCTC adalah adanya 
kepedulian pemerintah yang lebih tinggi 
terhadap kesehatan masyarakat. Dengan 
memberikan kenaikan tarif setiap 
tahunnya dan menyederhanakan sistem 
tariff yang berlaku, pemerintah berusaha 
untuk menekan konsumsi rokok 
masyarakat Indonesia. 
 Penerapan sistem tarif cukai spesifik 
ini sama dengan penerapan di Eropa. 
Namun, Eropa menerapkan tidak hanya 
sistem tarif spesifik melainkan sistem tarif 
advolerm juga. Besaran tarif yang 
diterapkan pemerintah Eropa adalah 
minimal EUR900 untuk setiap 1000 rokok 
dan 60% dari harga jual ritel. Persentase 
tarif yang diterapkan Eropa lebih tinggi 
dibanding Amerika Serikat, 42.5%, tapi 
lebih rendah dari Inggris, 82.2% (Kopf, 
2016). Oleh karena itu, sistem tarif di 
Indonesia dan besarannya masih dapat 
ditingkatkan dengan tujuan utama untuk 
meningkatkan kesehatan masyarakatnya. 
 
5. SIMPULAN DAN SARAN  
Kenaikan tarif cukai spesifik tahun 
2015 berpengaruh positif pada harga jual 
eceran rokok. Sedangkan penyederhanaan 
struktur tarif cukai spesifik tahun 2015 
berpengaruh negatif terhadap harga hasil 
tembakau. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa penyederhanaan struktur tarif cukai 
spesifik mengakibatkan produsen 
menanggung sebagian beban cukai hasil 
tembakau. 
Kenaikan harga jual eceran rokok baik 
akibat kenaikan tarif cukai spesifik biasa 
maupun akibat penyederhanaan struktur 
tarif cukai spesifik tahun 2015, keduanya, 
berpengaruh positif terhadap konsumsi 
rokok. Namun, peningkatan konsumsi 
rokok akibat penyederhanaan struktur tarif 
cukai spesifik lebih rendah daripada akibat 
kenaikan tarif cukai spesifik biasa.  Oleh 
karena itu, kenaikan harga jual eceran 
rokok akibat penyederhanaan struktur tarif 
cukai lebih efektif untuk mengurangi 
konsumsi rokok dibandingkan kenaikan 
harga jual eceran rokok akibat kenaikan 
tarif cukai biasa. 
Berdasarkan hasil penelitian, 
kebijakan penyederhanaan struktur tarif 
cukai perlu dilanjutkan karena efektif 
untuk mengurangi konsumsi rokok. 
Terlebih lagi, kenaikan tarif cukai 
hendaknya dilakukan secara lebih material 
karena setelah dikonversi dengan IHK 
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